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NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG 

DUKUNGAN PELAKSANAAN ATAS TUGAS DAN FUNGSI 

DI BIDANG KEUANGAN NEGARA, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR: M.HH-6.HH.04.05 Tahun 2023 

NOMOR: NK-6/MK.01/2023 

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua 

Puluh Tiga (18-7-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

1. YASONNA H. LAOLY Selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, 

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said 

Kav. X-8, Kuningan , J akarta 12940, dalam 

hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Kementerian Hu kum dan Hak Asasi 

Manusia Republi k Indonesia berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 113/P Tahun 2019, yang 

selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 



2. SRI MULYANI 

INDRAWATI 

Selaku Menteri Ke uangan Republik 

Tnclonesia, berked udukan di Jl. Dr. 

Wa hidin Raya Nomor 1, Kata Administrasi 

J akarta Pusa t, dalam haJ ini bertindak 

untuk dan atas nama Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia berdasarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya 

disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, 

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. 

2. PIHAK KEDUA adalah kementerian negara yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara 

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. 

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 32); 

3 . Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

98); 



4. Perntunrn Pn·sidcn No111or ;3<J Tnliun 20 LCJ tcnU:rn g Sa tu Dala Indon esia 

(Lem l>:1r:1 n N<'g:1rn l\ ('l)ll l>lik I 11d o11c 8i:-1 'l',i h un 20 19 Nomor J J 2); 

5. Pc rat u nrn Men t cri 11uk11111 c1~111 I lf1 k J\ 8~1:; i Mr111 UHiH J<cpu blik 1nclon esia 

Nornor 1,1 Tn lrnn 202J tcnt :-111 g Pc1wt ann Kcrjc1 Samc1 cli Lingkunga.n 

l~C' mcnt rriHn I lukum dHn I lak J\sas l Mc1 nu sia (Berita Negara Repu blik 

lnrlonrsiA THhun 2023 Nomor 253); 

6 . Pcratu ran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 3 1 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kemen terian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1579) ; dan 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan 

k etentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi, 

PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan 

melaksanakan NOTA KESEPAHAMAN tentang Dukungan Pelaksanaan Atas 

Tugas dan Fungsi di Bidang Keuangan Negara, Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yang selanjutnya disebut dengan NOTA KESEPAHAMAN, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

PASAL 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

( 1) NOTA KESEPAHAMAN ini dimal{Sudkan sebagai landasan bagi PARA 

PIHAK dalam melakukan kerja sama meJalui kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini . 

(2) NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama 

dan koordinasi antara PARA PIHAK daJan1 rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenan.gan PARA PIHAK. 



PASAL 2 

RU A NO LINOKUP 

l,;11.1ng lin1:1-:11p NOTA l<ESEPAHAMAN 11 wll p111 / 1w11 ,v (' lt ·1111,1{t 11 rn 111 11111,w; rl ~1r1 

t\ rn.~s i 1, c111(' lllt·ri1111 l,1' 11 1111 g1 111 d , 111 1,c• 11 1( ' 11l <'l'i1111 11 u1<u111 cl HJl J r~il< /\ srn; I 

l\'t :rnusin scsuni <ll'llgl\ 11 l<clt' l l l llll ll p<'l'll l lll'llll pc• t'll !Hlrn1g- unclrn1g~1n . 

PASAL 3 

PELAKSANAAN 

( 1) Pr!RkSAllflAl1 NOTA KESEPAHAMAN inl akan dial.Ltr lcbih lanj u t daJam 

bentuk Pci:jan,iian Kc1:ja Sama yang merupakan satu kesatuan dari 

NOTA KESEPAHAMAN ini. 

(2) Pe1:janjian Kc1:ja Sama sebagaimana dimaksucl pada ayat ( l) akan 

disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan 

Tinggi Madya atau Pejabat yang berwenang sesuai peraturan 

perundru1g-undru1gan. 

(3) Ketentuan mengenai jangka waktu cUatur Jebih lanjut dalam masing

masing pe1j anjian ke1ja sama. 

PASAL 4 

JANGKA WAKTU 

(1) NOTA KESEPAHAMAN ini berJaku untuk jangka wal<tu 5 (lima) tahun 

terhitung sejal< tanggal ditanda tangani. 

(2) NOTA KESEPAHAMAN ini dapat cliperpanjang, diu bah, atau dial<hiri 

atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari 

salah satu Pihak kepada Pihak lainnya. 



PASAL 5 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

(1) PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan/atau evaluasi atas 
pelal<Sanaan NOTA KESEPAHAMAN melalui pertemuan secara berkala 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatangani 
NOTA KESEPAHAMAN ini. 

(2) Hasil monitoring dan/atau evaluasi atas pelal<Sanaan NOTA 
KESEPAHAMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 
sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait 
dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama. 

(3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi 
sebagaimana dimal<Sud pada ayat ( 1) serta tindak lanjut hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan 
kesepakatan PARA PIHAK. 

PASAL 6 

PEMBIAYAAN 

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN 
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau atas kesepakatan 
PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PASAL 7 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan 
dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini, akan diselesaikan oleh 
PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat. 
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PASAL 8 

KORESPONDENSI 

( 1) 0 [118111 rangka kr giatrn1 korcs pond cnsi cl an/ a ta u pcla ksanaan kegiatan 
NOT/\ J{ESEPAH/\MJ\N , PARA PIHAK menunju k unit kerja a tau satuan 
kr 1j a yang berta nggung jawab sebagai narah ubung yang ditetapkan 
sebagai beri ku t: 

a . PIHAK KESATU 

Narahubu ng : Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemen terian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Alamat :Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan , Jakarta 
Selatan 

Telepon / Faks : (021) 5253167 

Su rel 

Situs web 

b . PIHAK KEDUA 

ksdn@kemenkumham.go.id 

https:/ /www.kemenkumham.go.id/ 

Narahubung : Biro Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian 
Keuangan 

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Sawah Besar, Jakarta 
Pusat 

Telepon/ Faks : (021) 3449230 
Surel 

Situs web 

: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 
: https:/ /www.kemenkeu.go.id/ 

(2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimal<Sud pada ayat ( 1) 
akan diberitahukan kepada PARA PIHAK. 

(3) Penggantian data korespondensi wajib diberita hukan secara tert ulis 
paling lamba t 7 (tuju h) hari kepada PARA PIHAK. 



PASAL 9 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

( 1) Setiap perubahan dalam NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih 

lanjut a tas dasar kesepaka tan PARA PIHAK dalam bentuk adendum 

dan merupakru1 bagiru1 yang tid al< terpisahkan dari NOTA 

KESEPAHAMAN ini . 

(2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau 

keadaan kahar, dapa t dipertimbangkan kemungkinan perubahan 

tempa t dan wal<:tu pelal<Sanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan 

PARA PIHAK. 

(3) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas: 

a. Bencana alaJTI, non-alaJTI dan sosial; 

b. Perubahan kebijal<an Pemerintah; dan/atau 

c. KeaJTianan yang tidak mengijinkan. 

PASAL 10 

PENUTUP 

NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh 

PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas masing

masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang saJTia . 

A 

11L • 
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TEMPU 
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